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Abstrak 

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya permasalahan di masyarakat yang sulit dipecahkan, yaitu 

salah satu bentuk penyakit sosial yang terus berulang dan terkadang sulit dicegah. Pada hakikatnya perjudian 

merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum. Dalam 

praktiknya terkadang aparat penegak hukum masih menerapkan Pasal 303 KUHP atau Pasal 303 bis KUHP. 

Oleh sebab itu kiranya penulis perlu menganalisis lebih jauh mengenai penerapan hukum Pasal 303 KUHP 

terhadap pelaku judi togel online, dan bagaimana upaya pemerintah terhadap penegakan hukum pelaku judi 

togel online. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa penerapan hukum Pasal 

303 KUHP terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel online. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya 

pemerintah terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana perjudian togel online. 

 

Kata kunci: Tindak Pidana, Judi Online, Penegakan Hukum 

 

Abstract 

This research is motivated because there are problems in society that are difficult to solve. namely one 

form of social disease that keeps recurring and sometimes difficult to prevent. In essence, gambling is an act 

that is contrary to religious, moral, decency and legal norms. In practice, sometimes law enforcement officials 

still apply Article 303 of the Criminal Code or Article 303 bis of the Criminal Code. Therefore, the writer 

needs to analyze further regarding the application of the law of Article 303 of the Criminal Code to online 

lottery gambling actors, and how the government's efforts to enforce the law on online lottery gambling actors. 

The purpose of this study is to find out and analyze the application of the law of Article 303 of the Criminal 

Code to the perpetrators of the crime of online lottery gambling. To find out and analyze the government's 

efforts to enforce the law of perpetrators of online lottery gambling crimes. 

Key words: Crime, Online Gambling, Law Enforcement 

 

PENDAHULUAN 

 Pesatnya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah 

mengubah kehidupan masyarakat. Di 

Indonesia, perubahan cara hidup masyarakat 

juga dirasakan melalui pengaruh internet. 

Telah banyak terjadi penyimpangan dalam 

penggunaan perangkat teknologi informasi 

dan komunikasi yang merugikan banyak 

pihak, dan dengan berkembangnya teknologi 

muncul bentuk-bentuk kejahatan baru, 

dengan penjahat yang terlibat dalam 

peretasan, penipuan, terorisme, perjudian dan 

lainnya. Di sisi lain, perkembangan teknologi 

informasi telah menghadirkan banyak jenis 

layanan melalui berbagai media, dalam hal ini 

internet merupakan bagian dari 

perkembangan teknologi informasi. 
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Perkembangan teknologi informasi 

dan pesatnya dinamika dunia maya, 

kemungkinan kejahatan dan kriminalitas di 

dunia maya menjadi semakin besar. Saat ini 

terlihat internet dan masyarakat sulit 

dipisahkan, terutama bagi masyarakat yang 

sudah berkembang, sehingga asas lex 

specialis dan lex generalis sangat penting 

untuk menerapkan hukum terhadap informasi 

dan transaksi elektronik mulai saat ini. 

Kemajuan teknologi dan informasi 

menjadi andil dalam mendorong maraknya 

perjudian online. Toto gelap (permainan 

menebak angka) adalah permainan yang 

populer di kalangan masyarakat umum. 

Totoan, apabila diartikan ke dalam bahasa 

Indonesia yaitu "menempatkan", "bertaruh", 

atau "bertaruh" dalam bahasa Jawa. Togel 

merupakan jenis permainan judi dimana 

pemain memenangkan uang dengan menaksir 

atau menerka angka. 

Dampak kemajuan teknologi 

informasi dan komunikasi saat ini 

mempengaruhi model permainan serta 

metode pembayaran. Saat ini perjudian dapat 

menggunakan kemungkinan dunia maya yaitu 

menggunakan internet sedemikian rupa 

sehingga perjudian dimainkan secara online 

yang tidak mengharuskan pemain untuk 

bertemu langsung. 

Indonesia sebagai negara yang 

berlandaskan Pancasila, menjunjung tinggi 

nilai-nilai moral. Moralitas memainkan peran 

penting dalam kehidupan seseorang dalam hal 

kualitas baik atau buruk. Perilaku manusia 

dituntut sesuai dengan kandungan nilai dan 

norma yang berlaku di masyarakat. Seseorang 

dianggap bermoral apabila berperilaku sesuai 

atau tidak bertentangan dengan norma-norma 

yang berlaku dalam masyarakat, seperti 

norma agama, norma hukum, norma adat, 

norma sosial dan lain-lain. Perjudian jelas 

merupakan kegiatan yang bertentangan 

dengan norma-norma yang berlaku di 

masyarakat. 

Secara konsepsional penegak hukum 

merupakan kegiatan yang menyelaraskan 

hubungan nilai yang dinyatakan dalam aturan. 

Perjudian menggunakan peristiwa yang 

terjadi melalui perangkat elektronik, oleh 

karena itu perjudian dengan menggunakan 

internet tergolong kejahatan dunia maya yang 

membutuhkan penegakan hukum dunia maya. 

Duwi Handoko menjelaskan, tidak 

ada model pidana minimal terhadap tindak 

pidana perjudian baik di dalam maupun di 

luar KUHP (sebagaimana disyaratkan UU 

ITE). Dilihat dari validitas ancaman 

pidananya, maka ancaman pidana terhadap 

pelaku perjudian berdasarkan KUHP bersifat 

alternatif, yaitu pelaku dapat dipidana penjara 

atau denda. Sementara itu, menurut UU ITE, 

sanksi pidana terhadap pelaku perjudian 

bersifat kumulatif, yaitu pelanggarnya 

hanya dapat dipidana dengan kurungan atau 

kurungan dan denda sekaligus. Selain diatur 

dalam hukum pidana umum (pidana), juga 

diatur dalam hukum pidana khusus (di luar 

hukum pidana). 

Kehadiran teknologi canggih dan 

jaringan internet memberikan dampak yang 

besar bagi kehidupan masyarakat, baik secara 

positif maupun negatif. Perjudian online 

merupakan salah satu dampak negatif 

berupa kejahatan dunia maya yang dapat 

disebut cybercrime. Sehubungan dengan 

pernyataan di atas, banyak terjadi 

permasalahan dalam  penerapan hukum judi 

togel. Upaya pemerintah dalam penegakan 

hukum sangat diperlukan untuk mencegah 

dan memberantas kejahatan tersebut agar 

tidak  semakin meluas. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode pendekatan yang dilakukan 

dalam penelitian ini ialah yuridis normatif. 

Metode peineilitian yuiridis normatif adalah 

peineilitian huikuim yang meileitakkan huikuim 

seibagai seibuiah banguinan sisteim norma. Sisteim 

norma yang dimaksuid adalah meingeinai asas- 

asas, norma, kaidah dari peiratuiran peiruindangan, 

peirjanjian seirta doktrin (ajaran). Peineilitian 

normatif ini adalah peineilitian teirhadap 

sisteimatika huikuim, yaitui peineilitian yang tuijuian 

pokoknya adalah uintuik meingadakan ideintifikasi 

teirhadap peingeirtian-peingeirtian ataui dasar dalam 

huikuim. 

Spesifikasi pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa penelitian bersifat 

deskriptif yaitu suiatui peineilitian yang 

dimaksuidkan uintuik meimbeirikan data yang 

seiteiliti muingkin deingan manuisia, keiadaan objeik 

masalahnya tanpa beirmaksuid meingambil 

keisimpuilan yang beirlakui uimuim. 

Tahap peineilitian yang digunakan yaitu 

keipuistakaan (library reiseiarch), meilakuikan 
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peineilitian uintuik meimpeiroleih informasi seikuindeir 

di bidang huikuim. Uintuik meimpeiroleih data yang 

meinuinjang dalam peineilitian ini, peinuilis 

meingguinakan stuidi keipuistakaan yaitui deingan 

meinguimpuilkan beirbagai keiteintuian 

peiruindangan-uindangan, meinguimpuilkan 

liteiratuir, dan seibagainya seihingga dipeiroleih data 

seikuindeir yang dilakuikan deingan meinganalisis 

atas keiseiluiruihan isi puistaka yang beirkaitan 

deingan peineilitian  ini. 

Analisis data yang diguinakan peinuilis 

adalah analisis kuialitatif, yaitu peineilitian leibih 

teirfokuis pada analisis huikuim, meingkaji bahan 

huikuim yang beirkaitan deingan norma huikuim 

yang teirkanduing di dalam ataui beirasal dari 

keiteintuian huikuim, seirta buikui dan bacaan lain 

teirkait juiduil skripsi ini. 

 

RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah di 

atas, maka identifikasi masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan hukum Pasal 303 

KUHP terhadap pelaku tindak pidana 

perjudian togel online? 

2. Bagaimana upaya pemerintah terhadap 

penegakan hukum pelaku tindak pidana 

perjudian togel online? 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Indonesia mengatur prinsip negara 

hukum dengan jelas dituangkan dalam Pasal 1 

ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang 

menyatakan “Negara Indonesia adalah negara 

hukum”. Profesor Achmad Ali, dalam bukunya 

yang berjudul “Teori Hukum” mengemukakan 

bahwa "Hukum merupakan serangkaian aturan 

yang tersusun dalam suatu sistem, yang berisikan 

petunjuk tentang apa yang boleh dan apa yang 

tidak boleh dilakukan, perintah dan larangan bagi 

warga masyarakat, yang disertai sanksi 

pemaksaan yang bersifat eksternal. 

 Profesor Utrech E mengatakan bahwa 

"Tujuan hukum adalah untuk menjamin  adanya 

kepastian hukum dalam pergaulan manusia, yaitu 

kepastian oleh karena hukum dan kepastian 

dalam atau dari hukum. Tujuan hukum sebagai 

perwujudan keadilan, kemanfaatan dan kepastian 

hukum sebagai tujuan universal dari pada hukum, 

oleh Gustav Radbruch, dinamainya dengan tiga 

nilai dasar hukum. 

 Guna menjamin tercapainya fungsi 

hukum sebagaimana yang diharapkan, maka 

bukan hanya dibutuhkan keseterdiaan hukum 

dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan 

juga harus ada jaminan akan adanya penegakan 

hukum yang baik. Oleh karena itu, memberikan 

keadilan dalam suatu perkara berarti 

memutuskan hukum in concreto dalam 

mempertahankan dan menjamin ditaatinya 

hukum materiil dengan menggunakan cara 

prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. 

 Hukum merupakan hukum yang 

memiliki sifat publik, dimana hukum pidana 

memuat aturan-aturan yang menentukan 

perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan 

dan penggunaan hukum pidana dalam mengatur 

masyarakat pada hakekatnya merupakan bagi dan 

dari langkah penegakan hukum, karena 

penegakan hukum pidana merupakan upaya 

dalam menegakkannya norma-norma hukum 

secara jelas dan nyata sebagai pedoman perilaku 

dalam bermasyarakat dan bernegara. 

Penegakan hukum inilah hukum ini 

merupakan kenyataan. Ada 3 (tiga) aturan yang 

harus diikuti untuk mematuhi hukum: 

a. Kepastian hukum 

 Kepastian merupakan norma, yang dapat 

dijadikan pedoman bagi masyarakat yang 

memberlakukan peraturan ini, kepastian ini 

dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan 

ketegasan terhadap berlakunya hukum di 

dalam masyarakat. Hal ini dilakukan untuk 

menghindari banyaknya tafsir. Kepastian 

juga dapat mengandung pasal, yaitu 

kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir 

atau keraguan, tidak menimbulkan 

kontradiktif dan dapat dilaksanakan. 

Kepastian adalah ciri yang tidak dapat 

dipisahkan dalam hukum, terutama untuk 

hukum tertulis. Hukum tanpa kepastian akan 

kehilangan makna karena tidak dapat 

dijadikan pedoman perilaku bagi 

masyarakat. 

b. Kemanfaatan hukum 

 Kemanfaatan hukum adalah asas yang 

menyertai asas keadilan dan kepastian 

hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian 

hukum dan asas keadilan, seyogyanya 

dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh 

konkret misalnya, dalam menerapkan 

ancaman pidana kepada seseorang yang telah 

melakukan tindak pidana, dapat 

mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan 

hukuman kepada terdakwa sendiri dan 

masyarakat.  
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c. Keadilan hukum 

 Rawls menekankan pentingnya keadilan 

dalam pembagian hak dan kewajiban di 

antara semua anggota masyarakat. 

  Masalah pokok penegakan hukum 

terletak kepada faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut 

yaitu: 

a. Faktor Hukumnya 

b. Faktor Penegak Hukum 

c. Faktor Sarana atau Fasilitas 

d. Faktor Masyarakat 

e. Faktor Kebudayaan. 

 Perjudian adalah mempertaruhkan uang 

atau aset dan mengharapkan keuntungan 

berdasarkan spekulasi murni. Keinginan untuk 

menang atau menang menarik setiap pemain. 

Dari beragamnya jenis kegiatan judi yang 

berkembang di Indonesia, judi togel atau toto 

gelap adalah jenis judi yang paling dikenal oleh 

masyarakat. Togel merupakan bentuk 

permianan toto gelap yakni bentuk permainan 

dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-

nomor yang akan keluar. 

 Tindak pidana perjudian menurut Pasal 

303 KUHP dijelaskan bahwa: 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 

sepuluh tahun atau pidana denda paling 

banyak dua puluh lima juta rupiah, barang 

siapa tanpa mendapat izin: 

a. Dengan sengaja menawarkan atau 

memberikan kesempatan untuk 

permainan judi dan menjadikannya 

sebagai pencaharian, atau dengan 

sengaja turut serta dalam suatu kegiatan 

usaha itu; 

b. Dengan sengaja menawarkan atau 

memberi kesempatan kepada khalayak 

umum untuk bermain judi atau dengan 

sengaja turut serta dalam kegiatan usaha 

itu, dengan tidak peduli apakah untuk 

menggunakan kesempatan adanya 

sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu 

tata-cara; 

c. Menjadikan turut serta pada permainan 

judi sebagai pencaharian. 

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan 

tersebut dalam menjalankan pencahariannya, 

maka dapat dicabut haknya untuk 

menjalankan pencahariannya itu. 

(3) Yang disebut dengan permainan judi adalah 

tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya 

kemungkinan mendapat untung bergantung 

pada keberuntungan belaka, juga karena 

pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di 

situ termasuk segala pertaruhan tentang 

keputusan perlombaan atau permainan lain-

lainnya yang tidak diadakan antara mereka 

yang turut berlomba atau bermain, demikian 

juga segala pertaruhan lainnya. 

  Dalam Pasal 303 bis KUHP dijelaskan 

bahwa: 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 

empat tahun atau pidana denda  paling banyak 

sepuluh juta rupiah: 

a. Barang siapa menggunakan kesempatan 

main judi, yang diadakan dengan 

melanggar ketentuan Pasal 303. 

b. Barang siapa ikut serta main judi di jalan 

umum atau di pinggir jalan umum atau di 

tempat yang dapat dikunjungi umum, 

kecuali kalau ada izin dari penguasa yang 

berwenang yang telah memberi izin 

untuk mengadakan perjudian itu. 

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum 

lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang 

menjadi tetap karena salah satu dari 

pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana 

penjara paling lama enam tahun atau pidana 

denda paling banyak lima belas juta rupiah. 

  Lahirnya Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elekronik (UU ITE) menandai babak 

baru dalam sistem hukum dan perundang-

undangan Indonesia. Hal ini dikarenakan bukti 

siber telah meningkatkan bukti kejahatan yang 

dilakukan di dunia maya (cyber crime). Perjudian 

dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

sebagaimana telah diubah oleh Undang-

Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

diatur pada Bab VII Pasal 27 ayat (2) tentang 

Perbuatan yang dilarang, yang menyatakan 

bahwa: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa 

hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat 

diaksesnya informasi elektronik dan/atau 

dokumen elektronik yang memiliki muatan 

perjudian. 

  Sanksi hukum atas ketentuan Pasal 27 

ayat (2) dimaksud di atas diatur dalam Pasal 45 

ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 
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Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, menyatakan bahwa: Setiap orang 

dengan sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan 

dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang 

memiliki muatan perjudian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) 

tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

  Dalam bidang hukum pidana, asas lex 

specialis derogat legi generalis dinormakan 

dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan 

bahwa, “Apabila suatu tindakan masuk dalam 

suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk 

juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya 

yang khusus itu yang diterapkan”. Dalam 

ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP terkandung 

asas Lex specialis derogat legi generalis yang 

merupakan suatu asas hukum yang mengandung 

makna bahwa aturan yang bersifat khusus 

(specialis) mengesampingkan aturan yang 

bersifat umum (general). 

  Peineliti meimbuiat 2 (duia) puituisan 

seibagai objeik peineilitian, yaitui Puituisan Nomor 

441/Pid.B/2021/PN.Mdn dan Puituisan Nomor 

660/Pid.B/2020/PN.Byw, keiduianya meimpuinyai 

keisamaan yakni masing-masing meilakuikan 

keijahatan deingan meingguinakan meidia online. 

Puituisan Nomor 441/Pid.B/2021/PN.Mdn Jaksa 

Peinuintuit Uimuim teilah meilakuikan dakwaan 

teirhadap teirdakwa deingan dakwaan yang disuisuin 

seicara suibsidaritas alteirnatif, primair meilanggar 

Pasal 303 (1) kei-2 KUiHP, suibsidair meilanggar 

Pasal 303 Bis (1) kei-1 KUiHP ataui meilanggar 

Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Uindang-

Uindang RI No. 19 Tahuin 2016 teintang Informasi 

dan Transaksi Eileiktronik (ITEi) Peiruibahan atas 

Uindang-Uindang Reipuiblik Indoneisia No. 11 

Tahuin 2008 teintang Informasi dan Transaksi 

Eileiktronik (ITEi). 

  Jaksa Peinuintuit Uimuim pada Puituisan 

Nomor 441/Pid.B/2021/PN.Mdn ada 

meiruimuiskan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) 

Uindang-Uindang RI No. 19 Tahuin 2016 teintang 

Informasi dan Transaksi Eileiktronik (ITEi) 

Peiruibahan atas Uindang-Uindang RI No. 11 

Tahuin 2008 teintang Informasi dan Transaksi 

Eileiktronik (ITEi) uintuik meinjeirat peilakui, 

walauipuin deimikian Majeilis Hakim meimuituis 

meingguinakan Pasal 303 Bis Kei-1 KUiHPidana. 

  Deimikian teirdapat peirbeidaan deingan 

Puituisan Nomor 441/Pid.B/2021/PN.Mdn, pada 

Puituisan Nomor 660/Pid.B/2020/PN.Byw Jaksa 

Peinuintuit Uimuim teilah meinyampaikan 

dakwaan alteirnatif yaitui peirbuiatan Teirdakwa 

teilah meilanggar keiteintuian pidana seibagaimana 

diatuir dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) 

kei-2 KUiHP ataui Pasal 303 Bis ayat (1) kei-1 

KUiHP, dan tidak meiruimuiskan Pasal 27 ayat 

(2) Uindang-Uindang Informasi dan Transaksi 

Eileiktronik dalam dakwaannya, dan akhirnya 

Majeilis Hakim meimuituis peirkara teirseibuit 

beirdasarkan Pasal 303 Bis ayat (1) kei-1 

KUiHP. 

  Peineirapan huikuim pada keiduia contoh 

puituisan di atas bahwa peilakui tindak pidana 

peirjuidian togeil onlinei masih meingguinakan Pasal 

303 KUiHPidana seibagai dasar meinjatuihkan 

huikuiman keipada teirdakwa, walauipuin di dalam 

suirat dakwaan dalam meilakuikan tindak pidana 

peirjuidian teirseibuit meingguinakan meidia onlinei 

yaitui meingakseis inteirneit yang meimeinuihi uinsuir 

seitiap orang deingan seingaja dan tanpa hak 

meindistribuisikan, meintransmisikan, ataui 

meimbuiat dapat diakseisnya informasi dan 

transaksi eileiktronik yang meimiliki muiatan 

peirjuidian seibagaimana diatuir dalam Pasal 27 

ayat (2) Uindang-Uindang Informasi dan 

Transaksi Eileiktronik. 

  Apabila dikaitkan dengan alat bukti, 

keterangan, saksi, maupun keterangan dari 

terdakwa, maka pengertian dari tindak pidana 

perjudian online, tidak sesuai dengan hanya Pasal 

303, 303 bis, karena adanya perubahan tindakan 

dari yang semula bersifat konvensional berubah 

ke model teknologi maka dilakukan dengan cara 

yang lebih modern.  

 Pasal di dalam KUHP tidak sepenuhnya bisa 

digunakan apabila membahas mengenai kasus 

perjudian dilakukan secara online, maka 

dibutuhkan suatu aturan yang mengatur lebih 

jauh masalah perjudian online ini, yaitu asas Lex 

Spesialis yang diatur dalam suatu aturan, yaitu 

UU ITE yang mengatur secara khusus tindak 

pidana perjudian yang dilakukan dengan 

menggunakan media online Pasal 27 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur 

secara khusus tindak pidana perjudian yang 

dilakukan dengan menggunakan media online.  

 Lazimnya, aparat penegak hukum 

menggunakan Pasal 303 KUHP dan 303 bis 

sementara tindak pidana perjudian online 
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merupakan suatu kejahatan baru yang bersumber 

dari invensi teknologi. Walaupun perjudian itu 

diatur dalam Pasal 303 KUHP akan tetapi akibat 

perjudian ini dilakukan secara online maka 

seharusnya aparat penegak hukum menjerat para 

terpidana dengan Lex Specialis (UU ITE No 19 

Tahun 2016). Berangkat dari kenyataan ini 

(hakim yang memutuskan dengan menggunakan 

Lex Generalis), diperlukan pengetahuan, 

keberanian yang luar biasa, pemahaman, serta 

mencari kebenaran materiil dari Polisi, Jaksa, 

Hakim untuk melakukan hal penyelidikan, 

penyidikan, menuntut, dan memutus perkara ini 

dengan menggunakan asas, peraturan, perangkat 

penegak hukum yang ada. Sesuai dengan yang 

tergolong pelanggaran (kejahatan yang bersifat 

daring) perlu diatur lebih jelas lagi dalam UU ITE 

agar tidak bersifat ambigu (multitafsir). 

  Maka dapat disimpulkan bahwa acap kali 

putusan hakim tidak mengimplementasikan asas 

hukum yang benar yang dianut dalam hukum 

pidana kita. Ketidakjelasan suatu pengertian 

undang-undang mengakibatkan suatu kekeliuran 

penerapan Pasal hukum. Ruang lingkup yang 

tidak sesuai antara Lex Spesialis dan Lex 

Generalis, harus dapat disimpulkan dengan 

benar. Ruang lingkup Lex Specialis dan Lex 

Generalis haruslah sama. Antara Pasal 303 

KUHP maupun Pasal 27 ayat (2) UU ITE 

merupakan aturan pidana yang ada di Indonesia. 

  Indonesia sebagai Negara hukum, harus 

membuat suatu Law Enforcement yang 

berlandaskan pada suatu kebenaran dan aturan 

yang ada. Apabila penerapan asas hukum 

dilakukan dengan benar, maka dapat menjaga 

harkat serta keluhuran marwah hakim, sebagai 

pemberi penetap putusan. Hal itu, maka putusan 

hakim itu seharusnya harus menerapkan Pasal 27 

ayat (2) UU ITE. Pasal 27 ayat (2) merupakan 

Lex Specialis dari Pasal 303 KUHP. Pasal 27 ayat 

(2) UU ITE telah mengatur tindak pidana 

perjudian yang dilakukan secara online dengan 

kata “mendistribusikan atau mentransmisikan” 

yang tidak diatur pada Pasal 303 KUHP yang 

merupakan Pasal yang hanya mengatur tindak 

pidana perjudian konvensional. 

  Penerapan aturan yang bersifat ambigu 

ini mengancam dari pada hak pelaku yang 

dimana diatur di dalam Pasal 1 Ayat 2 KUHP. 

Ayat (2) tersebut, mengatakan bahwa hak dari 

pada terdakwa haruslah dijaga. Oleh karena 

itu, agar sistem peradilan di Indonesia dapat 

berjalan dengan baik dan penerapan pasal yang 

bersifat ambigu tersebut dapat diatasi dengan 

kejelasan dari para penegak hukum, maka 

tujuan hukum pidana baik secara klasik dan 

modern harus dilaksanakan dan tercapai. 

  Peineigakan huikuim meiruipakan suiatui 

proseis yang meilibatkan banyak hal. Oleih kareina 

itui, peirsoalan-peirsoalan teirseibuit meinghambat 

keibeirhasilan peineigakan huikuim. Seilain itui, 

peineigakan huikuim tidak dapat dipeingaruihi oleih 

peineigakan huikuim itui seindiri, agar proseis 

peineigakan huikuim seijalan deingan keisadaran 

masyarakat akan pahamnya teintang larangan 

peirjuidian baik seicara offlinei mauipuin sacara 

onlinei. 

Seimuia tindakan peinceigahan keijahatan 

tidak dapat meinjamin bahwa keijahatan tidak 

akan teiruilang ataui tidak akan teirjadi keijahatan 

barui. Namuin, langkah-langkah ini masih peirlui 

diambil uintuik leibih meinjamin peirlinduingan dan 

keiseijahteiraan masyarakat. Deingan 

beirkeimbangnya peiradaban manuisia, seibagai 

akibat dari peirkeimbangan ilmui peingeitahuian dan 

teiknologi, muincuil beirbagai keijahatan deingan 

dimeinsi barui, teirmasuik cybeircrimei. Oleih kareina 

itui, tindakan peinceigahan dipeirluikan uintuik 

meimastikan keiteirtiban dalam masyarakat. Dari 

seigi huikuim, uisaha ini dilakuikan meilaluii huikuim 

pidana. 

Huikuim pidana diharapkan dapat hiduip 

seisuiai deingan cita-cita keiteirtiban uimuim, namuin 

seiiring deingan peirkeimbangan masyarakat, 

huikuim pidana tidak seilalui dapat meinjawab 

keiruigian yang ditimbuilkannya, seiring diseibuit 

tindak pidana, kareina keimajuian teiknologi yang 

meinguibah masyarakat beirkeimbang beigitui ceipat. 

Peinangguilangan cybeircrimei meimeirluikan 

keiseiriuisan dari seimuia pihak, kareina teiknologi 

informasi khuisuisnya inteirneit teilah diguinakan 

seibagai sarana uintuik meimbanguin masyarakat 

yang beirbuidaya informasi. Jika inti dari 

peineigakan  huikuim meincakuip nilai-nilai ataui 

prinsip-prinsip yang meilibatkan keiadilan dan 

keibeinaran, maka peineigakan huikuim adalah tuigas 

tidak hanya dari leimbaga peineigak huikuim yang 

dikeinal seicara tradisional, teitapi dari seimuianya. 

  Meiski peimeirintah teilah meingatuir 

masalah kriminal peirjuidian dan meingeiluiarkan 

sanksi, namuin tidak muidah uintuik 

meinghilangkan masalah kriminal  peirjuidian. Oleih 

kareina itui, dipeirluikan uipaya yang kuiat dan 

teirpadui uintuik meinjauihkan orang dari peirjuidian. 

Uipaya peimeirintah uintuik meinguirangi peirjuidian 
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di Indoneisia meimbuituihkan uipaya leibih lanjuit 

uintuik meinceigah peilakuinya.  

  Kendala penerapan dalam Uindang-

Uindang No. 19 Tahuin 2016 Teintang Informasi 

dan Transaksi Eileiktronik, yaitu di dalam KUHP 

tidak diatur adanya unsur-unsur yang 

mengandung teknologi informasi, sementara 

pada kasus perjudian online semua dilakukan 

melalui media internet. Masa penahanan 

penggunaan instrument KUHP lebih lama jika 

dibandingkan deingan Undang-Undang ITE. 

KUiHP yaitui 6 tahuin, seidangkan dalam KUiHP 

adalah 10 tahuin, serta dalam KUHP terbaru Pasal 

426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

yang telah disahkan adalah 9 tahun. 

  Hal ini seiring kali meinjadikan proseis 

huikuim dianggap kuirang meimeinuihi rasa 

keiadilan. Beirkaitan deingan hal teirseibuit, 

seiharuisnya adanya penentuan batas pidana 

minimal. Pembuat kebijakan hendaknya 

memberikan perhatian khusus terhadap 

pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di dunia 

maya, khususnya perjudian secara online. Hal ini 

dapat dilakukan dengan cara membuat 

pengaturan khusus tentang perjudian online yang 

lebih detail sehingga penegakan hukum dapat 

berjalan dengan baik.  

  Penegak hukum hendaknya terus 

melakukan pembenahan dan meningkatkan 

sumber daya manusia yang mampu dan 

menguasai bidang informatika serta memiliki 

sarana dan prasarana yang mumpuni untuk 

menanggulangi perjudian secara online. 

Peimeirintah meilaluii Keimeinteirian Komuinikasi 

dan Informatika Reipuiblik Indoneisia haruis 

meilakuikan peimuituisan akseis ataui peimblokiran 

situis juidi onlinei di ruiang digital. 

  Penyelenggara pelayanan internet di 

Indonesia hendaknya turut bekerjasama dan 

berpartisipasi aktif dalam melakukan usaha 

pencegahan terhadap upaya pendistribusian dan 

pentransimisian data yang memuat konten yang 

dilarang di Indonesia. Masyarakat khususnya 

pengguna layanan internet hendaknya lebih bijak 

dalam menggunakan layanan internet. Kesadaran 

masyarakat akan bahaya dari perjudian 

merupakan faktor penting dalam menekan 

berkembangnya perjudian secara online. Sineirgi 

antara peimeirintah, peineigak huikuim dan 

masyarakat akan meindorong peimbeirantasan 

perjudian. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah peneliti kaji pada setiap 

sub bab pembahasan,maka dalam hal ini peneliti 

memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peineirapan huikuim teirhadap tindak pidana 

juidi togeil onlinei masih meingguinakan Pasal 

303 KUiHP seibagai dasar meinjatuihkan 

huikuiman teirhadap peilakui juidi togeil onlinei 

seipeirti pada contoh kasuis Puituisan Nomor 

441/Pid.B/2021/PN.Mdn dan Puituisan 

Nomor 660/Pid.B/2020/PN.Byw, 

seidangkan peirjuidian onlinei diatuir dalam 

Uindang-Uindang khuisuis yaitui pada Pasal 

27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Uindang-

Uindang Nomor 19 Tahuin 2016 teintang 

Peiruibahan Atas Uindang-Uindang Nomor 11 

Tahuin 2008 Teintang Informasi dan 

Transaksi Eileiktronik. Hal ini teintui 

beirteintangan deingan asas Leix Speicialis 

Deirogat Leigi Geineirali yang teirdapat dalam 

Pasal 63 ayat (2) KUiHP yaitui uindang-

uindang yang beirsifat khuisuis 

meingeisampingkan uindang-uindang yang 

beirsifat uimuim. 

2. Uipaya peimeirintah teirhadap peineigakan 

huikuim peilakui juidi togeil onlinei 

meimbuituihkan uipaya leibih lanjuit uintuik 

meimbeirantas peirjuidian tersebut, yaitu 

seiharuisnya adanya penentuan batas pidana 

minimal. Pembuat kebijakan hendaknya 

memberikan perhatian khusus terhadap 

pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di 

dunia maya, khususnya perjudian secara 

online. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 

membuat pengaturan khusus tentang 

perjudian online yang lebih detail sehingga 

penegakan hukum dapat berjalan dengan 

baik. Penegak hukum hendaknya terus 

melakukan pembenahan dan meningkatkan 

sumber daya manusia yang mampu dan 

menguasai bidang informatika serta 

memiliki sarana dan prasarana yang 

mumpuni untuk menanggulangi perjudian 

secara online.  
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